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ABSTRAK

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek
subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual-beli
maka lahir sautu akibat hukum dari perjanjian-jual beli tersebut yakni ada subyek
hukum yang me . hak untuk mendapg parang dan mempunyai
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ABSTRACT

Legal consequences are the source of the birth of rights and obligations
for the legal subjectsggoncerned. For example, enigring into a sale-purchase
agreement, a lega gment is born, namely

thatthere ﬂ’* ‘E“‘.‘m‘ Qba 8ds and have the

obligat
right to {
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consequence fthe case study of
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Penulisan skripsi ini berdasarkan kemampuan hukum penulis yang masih
sangat terbatas dalam memahami masalah hukum yang ada, karena hal tersebut
penulis meyadari adanya kekeliruan yang penulis lakukan tanpa sengaja. Oleh

karena itu penulis saggat berharap kritik dan satan yang bertujuan untuk
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

'Arifin Bur & Desi Apriani, Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya
Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. Jurnal UIR Law Review Vol 01, Nomor 02, Oktober
2017, hal. 127.

2 Yudi Setiawan, Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2009, HIm 14
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 16 ayat 1, Hak penguasaan atas tanah

sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah: *

ak(
o

Q)

S k)

PR S 5 s
- | .
(ki

3 o
5
(@]
_.
c X
- Z
~+
w
T 2
c »n
S o
Br—r
23

agaimana diatur
Entuan-ketentuan

tersebut  dengan

Agraria menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah

diadakan kegiatan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia.

¥ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok
Agraria
* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 624
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Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur yang meliputi

pengumpulan, pengelolahan, pembukuan, penyajian serta pemeliharaan data fisik

dan data yurldls d ang-bidang tanah dan

‘ ‘ H\?““ .O' Raknya bagi

dalam perusahaan dan
a : ¥, kecuali pemindahan hak
melalui lelang ha "H ﬂm‘*‘ Jika dibuktikkan dengan akta
yang dibuat oleh Pejabe ta Tanah (PPAT) yang berwenang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.’

Sebagai ketentuan hukum yang telah disahkan dan diudangkan tentunya
diharapkan dapat berlaku efektif dalam masyarakat, sehingga bagi masyarakat

yang melakukan jual beli tanah yang diharapkan tunduk dan patuh pada Undang-

% peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
¢ Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, Pasal 26 ayat 1
" Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal 37 Ayat (1)
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Undang No.5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu melakukan jual
beli tanah dengan suatu akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT). Adanya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat dengan mudah

mendaftarkan ha “

R

%

Me 3 ', h 11k 2li tanah pada
hakekatnya g ¢ Satu | an ha gPada pihak/orang
lain yang berlipg " jual_kepade elita L am hukum adat

adalah per . | ‘ de ayaran harganya

sebagaimana yang 2nill amgrdibuat antara kreditur

dengan debitur.™

8 Efendi Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu telaah Dari Sudut Pandang Praktisi
Hukum, Cetakan Pertama, Rajawali, Jakarta, 1986, HIm 12

? Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1457

% Harun Al Rasyid, Sekilas Tentang Jual Beli Tanah Berikut Peraturan-Peraturannya, Ghimia,
Jakarta, 1987, HIm. 50

1 salim HS, hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. HIm.
51.
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Ada berbagai model bagai para pihak yang tidak memenuhi prestasinya
walapun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Model-model

wanprestasi tersebut menurut Munir Fuadi adalah sebagai berikut:*?

kerugian yang*d atkan 3 3 /3 f@Maksud kerugian
yang timbu [ an wanprests G nti kerugian itu
haruslah di ardasar 2i uang jadi h : afiy bukan berupa

barang.

Ganti rugi bar k _ gitur dinyatakan lalai

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya

materai, biaya iklan.

2 Munir Fuady, Hukum Kontrak, Bandung, Hlm. 89.
3 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, HIm. 60
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2. Bunga atau kentungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan
selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang tidak

diperoleh karena kelambatan penyerahan bendannya.

sama lain dalam suatu kekerabatan.

Cara transaksi jual beli tanah ini sebenarnya juga dilakukan secara lisan,
tetapi sebagai tanda pelunasan pembelian tanah maka pihak pembeli menyerahkan

selembar kwitansi yang berisi sejumlah uang yang telah mereka sepakati

' Berdasarkan wawancara dengan Syahril, Di Simpang Pir Kecamatan Tandun Selaku Penjual
Tanah Kavling pada 7 Maret 2021
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sebelumnya dengan pihak penjual. Kemudian pihak pembeli akan menggarap

tanah tersebut.®

dijual. Sela ah tersebi . angitiisaksikan oleh
kepala desaratauslurah, ‘pe embeli da 8f Seksi. Data-data

tentang pen

muka sebesar Rp. 5.000.000 diawa Dbiaya pembuatan surat dan tanda jadi

' Berdasarkan wawancara dengan Syahril, Di Simpang Pir Kecamatan Tandun Selaku Penjual
Tanah Kavling pada 7 Maret 2021

'® Berdasarkan wawancara dengan Syahril, Di Simpang Pir Kecamatan Tandun Selaku Penjual
Tanah Kavling pada 7 Maret 2021
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pembelian dan angsuran yang ke dua dapat juga dilakukan disaat pengurusan

Surat Tanah dan Pelunasan (pembayaran terakhir atau ke 3 ).

Harus dilakukagepaling lambat setelah surat Sertifikat Tanah telah selesai

hingga sa 1 uang a Syabhril dari
yang telah nakatl. Kare Juz ﬂr il dan Zulkifli

hanya dila are ggibatalan transaksi

Sementara itu pada kejadiannya dife semua tidak sesuai dengan yang di
harapkan, kenyataan yang terjadi si pembeli tidak memenuhi suatu perjanjian

yang telah dibuat dan telah disepakati antara si penjual dan si pembeli tersebut.

'7 Berdasarkan wawancara dengan Syahril, Di Simpang Pir Kecamatan Tandun Selaku Penjual
Tanah Kavling pada 7 Maret 2021
'8 Berdasarkan wawancara dengan Syahril, Di Simpang Pir Kecamatan Tandun Selaku Penjual
Tanah Kavling pada 7 Maret 2021



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

Beradasarkan uraian yang telah di paparkan oleh penulis, adapun yang
menjadi pertimbangan penulis adalah dikarenakan banyaknya jumlah Pembeli

yang melakukan wanprestasi yang berupa keterlambatan melakukan prestasi dan

1. Bagaim jat ' st : elifdibawah tangan

Tandun Barat

1. Tujuan Penelitian

Sesuai masalah pokok yang dibahas diatas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap wanprestasi penjanjian jual-beli

dibawah tangan tanah kavling di jalan simpang Pir kecamatan Tandun.
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2. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi perjanjian jual-beli dibawah
tangan tanah di jalan simpang Pir kecamatan Tandun.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari di “‘

A %7

Perjanjian ialah 3 dasar hukum kekayaan

(vermogenscrechtlijke bettrecking) antara dua pihak, dimana pihak yang satu

19 R.Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan, Sinar Grafika, Jakrta 2010, HIm. 3.

10
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berkewajiban memberikan suatu prestasi atas nama pihak yang lain mempunyai

hak terhadap prestasi itu.?’

Menurut pengertian dalam pasal 1457 kitaR Undang-Undang Hukum

esepakatan
buat suatu
ika mengenai
i, maka suatu
sampai  adanya

al tertentu dan

adalah penjual memindahkan ataU™Seté§&™ memidahkan hak milik atas barang

kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah yang yang disebut harga.??

%0 H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian
Perdata, Cet 1, CV. Mandar Maju, 2001, HIm.35.

“ Ibid., HIm. 13

22 Efendi Perangin, Peraktek Jual Beli Tanah, Raja Grafindo Persada, Ponogoro, 1994, HIm. 4.

11
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Berdasarkan KUHPerdata pasal 1457, jual beli yang dianut di dalam
Hukum Perdata hanya bersifat obligatoir, artinya bahwa jual beli baru meletakkan

hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak, atau dengan perkataan

lain jual beli yang “‘ . Perdata be ‘,“ an hak milik adapun

hak mi :‘ ‘\VPW\‘ .0 ‘ ing. Dalam

pasal 1458 hal ergerak jual
[ 4

berupa penyerahan yang caranya o dengan suatu peraturan lain lagi. Dari
uraian tersebut, jual beli tanah menurut Hukum Perdata terdiri dari atas 2 (dua)
bagian yaitu jual belinya dan penyerahan haknya, keduanya terpisah satu dengan

lainnya. Sehingga, walaupun hal yang pertama sudah selesai biasanya dengan akta

2 bid., HIm. 5.
2 1bid., HIm. 6.

12
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notaris, tapi kalau hal kedua belum dilakukan, maka status tanah tersebut masih

tetap hak milik penjual. °

Menurut hukumeadat jual beli adalah suatu gemindahan hak atas tanah

sebagian ( ) lam - embayar sisanya,
maka penj

tetapi atas da

2. Asas Perjanjian

% Soedharyo Soimin, Status Hak Dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, HIm 86
% Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Edisi 1, Cetakan keempat,
Sinar Grafika, Jakarta, 2010 HIm. 72.

13
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Untuk mencapai suatu perjanjian yang sah berdasarkan hukum maka suatu

perjanjian harus dibuat berdasarkan asas-asas sahnya suatu perjanjian yaitu:?’

Pelaksanaan dalam suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad

baik (pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata) yakni harus perjanjian diharuskan oleh

kepatuhan, kebiasaan, kebiasaan. Pembatasan asas itikad baik yakni dengan cara

" William T. Major, Hukum Kontrak, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018, him. 95.
% Ibid., him. 97.

14
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melaksanakan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatuhan dan

keadilan.

d. Asas KepercayaandVertrouwensbeginsel)

agar para pihak me (anGemtlidasarkan oleh persamaan

kepentingan.*

2 Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku 111 : Tentang Hukum Perikatan dengan
Pejelasan, Bandung 2001, HIm. 108
* Ibid., HIm. 110.

15
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f.  Asas Kepatuhan

Asas ini yang telah dijelaskan dalam pasal 1339 KUHPerdata yakni

suatu perjanjia tidak hagya mengikat untuk hal-hal yaRg dengan tegas dinyatakan

sifat perjanjian,

AN

harus sesuai

B

asyarakat.*!

yai itikad baik

pentingan yang

Ratannng

mencerminkan

mengadakan kontrak.

b) Tahap kontraktual

*L Ibid., HIm. 115.
%2 Ridwan Khairandy, Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta, Program Pasca Sarjana,
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, HIm. 254.

16
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Dalam tahap ini terjadilah kata sepakat, terjadinya kesepakatan dari para
pihak berarti mencerminkan berlakunya asas konsensualisme. Dengan ini maka

perjanjian tersebut mengikat para pihak, berarti para pihak bersedia mematuhi isi

dari perjanjian tegs \ engan itu be @sasipasta sunt servanda™®

tersebut. P@fa ! 1ga [ ; ja gn @Apa yang telah

menjadi isi

Kitab Undang-

secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau

didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan

b. Kecakapan

* Ibid., HIm. 255
** Ibid., HIm. 256
% R. Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, HIm 12

17
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kecakapan ialah kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan
termasuk kewengan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya,dan

menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali

genap beru thun dan tida - UBRPerdata), tetapi

apabila seseora Murddibawah 21 tahun tatapiisud; gWiRl dianggap telah

dewasa me

3) Orang perempuan yang sudah kawin
Menurut Pasal 1330 ayat (3) KUH Perdata dan pasal 108 KUH
Perdata Perempuan yang telah kawin tidak cakap membuat suatu

perjanjian. Tanpa banyuan suami dalam akta atau izin tertulis. Seorang

18



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

istri juga tidak berwenang menerima bayaran apa pun, atau memberi

pembebasan untuk itu tanpa izin tegas dari suami.*®

a. Suat ‘ 0 : ala nerja A, adalah harus

Wanprestasi itu sendiri bisa didefinisikan sebagai tidak melakukan

prestasi, melakukan prestasi tapi terlambat, dan melakukan suatu perbuatan yang

*Ibid., HIm. 14.

37 Zul Afdi Ardian dan An An Chandrawulan, Hukum Perdata dan Dagang, CV, Amrico,
Bandung, 1998, HIm.42.

% Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Cetakan |, Jakarta, Pustaka
Sinar Harapan, 1993, (Selanjutnya disebut Hardijan Rusli 1), HIm. 132.

19
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tidak dapat dilakukan menurut perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak

tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang timbul karena undang-undang.

wanpres 3 a de ' G aksanakan apa

yang dipé

. Menurut W G ; pre I AN juga sebagai

dahulu dengan memberikan peringa atau somasi. Pada umumnya isi dari
somasi adalah teguran kreditur supaya debitur berprestasi dari perjanjian yang

dibuat (dasar teguran kreditur).

% R.Setiawan, Op. Cit, him 112.
0 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet ke-1V, PT Intermasa, Jakarta, 1979, him. 59.
* M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni Bandung, 1982, him. 60.

20
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Menurut Subekti , akibat-akibat bagi debitur yang telah melakukan

wanprestasi adalah:*?

a.Membayar ketugian yang diderita oleh kgeditur atau dengan singkat

perjanjian

ke pengadilan

r wanprestasi,

yaitu:*?

Pada dasarnya ganti rugi dapat dituntut kreditur hanya kerugian berupa
sejumlah uang, ganti rugi harus berbentuk uang. Ganti rugi yang dapat dituntut
ialah ganti rugi yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Ganti rugi yang

diminta harus patut. Kepatutannya diseleraskan dengan sifat perjanjian dengan

“21bid., him. 46.
“ bid., HIm. 47.

21
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6. Penelitian Terdahulu

1. Gde Yogi Yustyawan Marwanto, Hukum Keperdataan Fakultas Hukum

Universitas UdayaRa, Denpasar, Bali dengag, judul Akibat Hukum

dalam mbeli, dengan
demikia esaian ) § 2 elah disepekati

mengikat dan

Studi Magister

jual beli tanah dibawah tanga atan Bae kabupaten Kudus terdapat
tiga cara yaitu melalui kepercayaan, selembar kwitansi dan dihadapan Kepala
Desa. Untuk memperoleh alat bukti berupa sertipikat, PPAT membuat akta

jual beli terlebih dahulu, kemudian dibuat sertipikat tanah yang sesuai dengan

peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

7. Yurisprudensi

22
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a.  Yurisprudensi Putusan PN SURABAYA Nomor 181/Pdt.G/2016.Shy.
Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor

126K/Sip/1979, tanggal 4 April 1978 untuk sahnya jual beli tanah tidak

pan Pejabat Pembuat

‘ ‘ \““‘ .Qe‘ Nomor

i, untuk
menghind agar terfokus
dengan pok g kabur karena

ruang lingk

L RAENAtAE

1) Akibat

e
®
@
o
c
=8
8
5
=
c
=
c
3

S
|-
«
o
@
=
=0
ey
=
c
3
<
QD
>
(=]

bersangkutan se '& ANog ebagai akibat hukum.

2) Wanprestasi adalah . si, melakukan prestasi tapi
terlambat, dan melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dilakukan menurut
perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu dalam suatu
perikatan, baik perikatan yang timbul karena undang-undang.

3) Pembeli yaitu orang yang menerima barang yang telah dibelinya, baik secara

nyata maupun secara yuridis.

23
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4) Perjanjian Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

5) Jual beli adalah suatu perjanjian atau persetujuan atau kontrak di mana satu

pihak mengik 1€ Rtuk

@by
a® N
<

dalam penelitian ini penulis akKan terjun langsung kelapangan untuk
memperoleh data dengan menggunakan metode wawancara. Sifat
penelitiannya termasuk kedalam penelitian deskriptif, yang melukiskan suatu
kejadian didaerah tertentu pada saat tertentu dan gambaran awal permasalahan

yang akan di teliti terutama berkaitan dengan judul ini.

24
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2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Simpang Pir,Kecematan

Tandun, KabupatensRokan Hulu, adapun yang megjadi pertimbangan penulis

yang sama. Slé oulasi dapat be sekelo A Benda (hidup atau

mati), peristiwaKeadas 3 3 2 Stildyang sama.

kewajiban dalam suatu kontrak yang telah diadakannya, maka seseorang
tersebut dikatakan melakukan wanprestasi.
b. Sampel
Untuk mempermudah penelitian yang dilakukan penulis, penulis
memilih sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili populasi.

Metode yang digunakan adalah Pureposive. Metode pureposive adalah menunjuk

25
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sejumlah sampel yang mewakili diri mereka oleh penulis. Untuk detail lebih lanjut

tentang populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

No Keterangan
1 Sensus
2 Purposive
sampling
Sumber: ol
o penjual tanah
kavling dan 1 ili dari penelitian
ini dari data ya 3, maka dari jumlah
keseluruhan popu puatnya dengan teknik
Purposive Sampling, ®ngambilan sampel dengan

menentukan karekteristik tertentt 0an tujuan penelitian, sehingga bisa
menjawab permasalahan penelitian, oleh karena dengan jumlah populasi dalam

penlitian ini yang relative sedikit.

26
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4. Data dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu

data premier, data sekunder, dan data tersier. Dari tiga data penulis

Kajian kepustakaan, metode kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil,
mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai kutipan dari buku bacaan,
literature, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan

yang akan diteliti.

27
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6. Analisi data

Data yang diperoleh peneliti dari wawanacara kemudian diklasifikasikan

menurut masalah pokgk, setelah itu penulis menyajikan dalam bentuk uraian

dengan masa Is sajikan dalam
bentuk an'y 2 jikan maka

atau dalam

X\

7. Metode

\\\\\\a

Metode pehg yaitu metode

,

Penelitian In usus ke umum,

yang kedua -~

umum ke ya . - Denggunakan penarikan

28
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BAB I1

TINJAUAN UMUM

A. TINJAUN U NTANG PERJANJLAE
perjanjian
a satu orang
ebih.* Arthur
Hartkamp adalah suatu
perbuatan

ang ditentukan

hukum olel bersama yang

sepakat untuk menimbulkan akiba . Akibat hukum dalam hal ini adalah

* Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta,
2003, him. 338.

** Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Kediri, 2001, him. 105.
*® Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Persepektif Perbandingan ( Bagian
Pertama), FH Ul Press, Yogyakarta, 2014, him. 60.

*" Subekti, Op. Cit., him. 1.
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menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada
akibat hukumnya. @

2. Karakter Sistem Pengaturan Hukum Perjanjian

Sistem pe 3 1" janiian : at di dalam buku Il

oleh P.N.H Simanjuntak dalam buk

1. Ada para pihak yang melakukan perjanjian;
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
3. Ada tujuan yang akan dicapai;

*8 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1996,
hlm. 95

“*1bid., him. 84

%0 Salim H.S, Op. Cit., him. 7.

5! Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia, FH UlI Press, Palangkaraya, 2014, him. 189.
*2 Ibid., him. 66.

30



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan oleh para pihak;
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
6. Ada syarat-syarat tertentu.”

Unsur perjanjian tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga

syarat pertama yaitu t ' : Antas atau patut.

Syarat kedu

Perdata, yaitu:
1. Sepakat menurut Subekti adalah kedua subjek yang mengadakan

perjanjian harus sepakat, setuju, atau seiya sekata mengenai hal-hal yang

53 P.N.H Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, him. 286.
** Ibid., HIm. 66-67.

% Ridwan Khairandy, Op. Cit., him. 190

% Subekti dan Tjitrosudibio, Op. Cit. him. 339
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pokok perjanjian dari perjanjian yang diadakan itu, apa Yyang

dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang

lain.>’

pan untuk membuat

peselisihan.®*
4. Suatu sebab yang halal dengan kata lain adalah isi perjanjian. Hakim

dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan serta

57 Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., him. 28

%8 1bid., him. 30.

%9 Subekti dan Tjitrosudibio, Op. Cit. him. 341
% Ridwan Khairandy, Op. Cit., him. 176

81 Subekti. Op. Cit., him. 19
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apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undangan,
ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1335,

1336, dan 1337 KUH Perdata.®® Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUH Perdata

ang jika bertentangan

‘ ‘!m‘w‘“ .Qa Suatu kausa

1. Elemen kesepakatd dlau rusak dikarenakan adanya
kesalahan seperti pema an yang salah, misrepresentasi (
penggambaran yang salah/keliru), dan tekanan atau pengaruh yang tidak
diharapkan atau tidak pantas.

2. Satu atau lebih pihak-pihak yang berkontrak tidak memilki kapasitas
penuh untuk mengikat kontrak

3. Kontrak tersebut ilegal

62 Mariam Darus Badzulzaman. Op. Cit., him. 106-107.

% Ridwan Khairandy, Op. Cit., him. 190.

* Ibid., him. 191.

% Taryana Soenandar, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, him. 295.
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4. Kontrak itu, sebagian atau seluruhnya, tidak ada atau kosong atau batal
berdasarkan suatu undang-undang
5. Sebuah kontrak, sebagian, atau seluruhnya, batal menurut hukum perdata
karena bertentangan dengan kebijakan publik
6. Kontrak itu termasuk dalam kontrak yang membutuhkan sejumlah
agfermalitas itu ada.®

1337 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu kausa dapat menjadi terlarang

apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.®

% William T. Major, Hukum Kontrak, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018, him. 94.

¢ M. Syamsuddin dan Salman Luthan, Mahir Menulis Studi Kasus Hukum, Kencana,  Jakarta,
2018, him. 180.

%8 Ridwan Khairandy, Op. Cit., him. 87.

* Ibid., him. 89.
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Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan
berkontrak sebagai berikut:
1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat
perjanjian;
. Kebebasan

mem|I|h causa perjanjla Rg akan dibuatnya;

undang-

ontraktual.”*

Sumber ke onsensus para
pihak ya pihak, maka
kesepakat s ‘f' ata angika g0dlimana layaknya

undang-un

adalah kewaji tika| baik pelaksanaan
kontrak berma : tre : patut.” Pasal 1338

pihak menjadi seimbang.”

" Ibid., him. 90.

™ Ibid., him. 270.

"2 bid., him. 91.

™ Ibid., him. 92.

" Taryana Soendar, Loc. Cit
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B. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli
1. Pengertian Jual Beli Secara Umum

Jual beli merupakan aktivitas perdagangan yang diatur khusus dalam

Perdata yakni,
dirinya untuk

ar harga yang

Jual beli merupakan perjanjian konsensuil, yang artinya sudah dilahirkan
sebagai suatu perjanjian yang sah pada saat tercapainya kata sepakat antara kedua
belah pihak. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang

menyatakan bahwa “jual beli dianggap telah terjadi diantara kedua belah pihak,

> R. Subekti, Loc. Cit.
’® Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, PT. Alumni, Bandung, 2010, him. 243
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seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut
dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya

belum dibayar.”’

I, pihak penjual atau

\\H\\“ .9.

Untuk pemindahan hak itu masih diperlukan suatu perbuatan hukum lain berupa

penyerahan yang caranya ditetapkan dengan suatu peraturan lain lagi.*°

7 Ridwan Khairandy, Perjanjian Jual Beli, FH Ul Press, Yogyakarta, 2016, him. 2-3
78 1hi
Ibid., him. 5.
¥ Soedharyo Soimin, Op. Cit., him. 86.
% Ibid., him. 88.
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Dari uraian tersebut, jual beli tanah menurut Hukum Perdata terdiri dari
atas 2 (dua) bagian yaitu perjanjian jual belinya dan penyerahan haknya,

keduanya terpisah satu dengan lainnya. Sehingga, walaupun hal yang pertama

sudah selesai bi /2 § . notaki 18 hal kedua belum

dilakukan oleh pemilik tanah kepada orang lain yang berakibatkan beralihnya hak
dan kewajiban atas tanah tersebut. Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan
melalui suatu pelaksanaan jual beli secara adat yang dilakukan di bawah tangan.

Peralihan hak atas tanah secara di bawah tangan ini dilakukan di depan kepala

* Ibid., him. 89.
82 Adrian Sutedi, Op. Cit., him. 149.
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desa oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan jual beli yang
dilakukan dihadapan para saksi, kerabatan dan tetangga. Peralihan hak atas tanah

di bawah tangan ini dilakukan dengan suatu perjanjian yang dibuat diatas kwitansi

yang dibubuhi mz iiuangkan pelaksanaan

‘ ‘ ‘\““ .Qg ) pihak dan

Adat. Jual beli tanah yang dilakukan™di bawah tangan yang merupakan suatu
pelaksanaan jual beli tanah dalam Hukum Adat dimana perbuatan hukum yang

dilakukan berupa pemindahan hak dengan pembayaran tunai, artinya bahwa harga

8 Wagirin, Teo Christoper Limbong, Aspek Hukum Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan dan
Pendaftaran Tanah Yang Berasal Dari Jual Beli Di Bawah Tangan, Fakultas Hukum Universitas
Prima Indonesia, Medan, 2018, him. 11.

* Ibid., him. 11
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yang disetujui dibayar penuh pada saat dilakukan jual beli tersebut. Surat jual beli
tanah yang dilakukan di bawah tangan dapat dijadikan salah satu alat bukti. Sesuai

dengan maksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2

Tahun 1962.%°

ak-hak yang
tidak di kan dalam
Pasal 2, d W | ke g bersangkutan

L ) 5

\ =

au bukti surat

turunan surat-surat jual beli tanahnya.

3) Tanda bukti kewarganegaraan

% 1bid., him. 12.
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lalah sebagai alat bukti yang sah dari pemegang dan mempunyai hak,
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 sub b.2®

Adapun jual beli yang dilakukan secara di bawah tangan sebagaimana

materai se \WVZ cle ala at.at ‘, ala Desa atau

Lurah. &

satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda buku haknya bagi

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya.®

8 Ali Achmad Chomsah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 2, Prestasi Pustaka
Publisher, Jakarta, 2004, him. 29

87 Wagirin, Teo Christoper Limbong, Op. Cit. him. 13.

% Ibid., him. 14.

% Ibid., him. 15.
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Peralihan hak atas tanah di bawah tangan ini dilakukan dengan suatu
perjanjian yang dibuat diatas kwitansi yang dibubuhi materai atau kertas segel

yang didalamnya dituangkan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang

harus ditandatang alihan hak atas tanah

secara j i akuk enga Je n dikuatkan

Pasal 145788an .J Sa efSebut berbunyi,
“bahwa jual§fbe : atu- persetu ' ; thak yang satu
ang lain untuk
membayar h Sifgll umum tersebut,
dalam pasal engenai jual beli

tersebut.”*

b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian/perikatan;

¢. Suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang halal

% Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA dan Pelaksanaannya,
Djambatan, Jakarta, 2003, him. 7.

%L R. Subekti, Op. Cit., him. 19

% Ibid., him. 20.
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Dua syarat yang pertama diatas dinamakan syarat subjektif, karena
mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, maka jika

syarat ini tidak dipenuhi perjanjian tersebut bukan batal demi hukum akan tetapi

perjanjian St SeNdiki ) an dilakukan itu,
maka kalauksyeé ok di Al " demi hukum
artinya “datiiscn ak pernah d ¢ dak pernah ada
suatu perika

5. Subjek

Qq : * emua orang atau badan
hukum dapat menjadi subjek . peli

Objek yang dapat menjadi objek Jual beli yaitu semua benda bergerak dan
tidak bergerak, baik menurut tumpukan berat, ukuran dan timbangannya,
sedangkan yang tidak diperkenakan untuk di perjualbelikan adalah.*®

a. Benda atau barang orang lain;

% 1bid., him. 21.
* 1bid., him. 22.
% Salim H.S, Op. Cit., him. 50.

43



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat
terlarang;
c. Bertentangan dengan ketertiban, dan

d. Kesusilaag

pasal 1457
erdata, zaak
adalah ba a C 1t “Degartl DaAWa yang dapat

perjual beliKkam*t barar uga suatu hak

lkan hak dan

kewajiban bag a b ; , tersebut. Pada

barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun baik beruapa

tuntutan maupun pembedaan.

% pasal 1457 KUH Perdata
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Cara penyerahan benda yang diperjualbelikan berbeda berdasarkan
kualifikasi barang yang diperjualbelikan tersebut, adapun cara penyerahan

tersebut sebagai berikut:®’

’ 612 Kitab
ﬁf Penyerahan
ol

& ukan dengan
nama pemilik,

dalam mana

b)

Diatur dalam Pasal 613 KUHPEerdata yang menyebutkan penyerahan akan
piutang atas nama dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah

tangan yang harus diberitahukan kepada debitur secara tertulis, disetujui

% Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2007, him. 128.
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dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat untuk tunjuk
dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.

Penjual juga berkewajiban untuk menanggung atau menjamin barang

sesuai yang terdapat dalam Pasal 14 KUHPerdata. Jika pembeli tidak
membayarkan harga dari pembelian, menurut Pasal 1517 KUHPerdata penjual

dapat menuntut pembatalan pembelian.'%

% pasal 1491 KUH Perdata
% 1bid., him. 56.
100 pasal 1517 KUH Perdata

46



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

Hak dari penjual adalah menerima atau mendapatkan bayaran dari
pembeli sesuai dengan kesepakatan, sedangkan hak dari pembeli adalah menerima

barang yang telah dibelinya, baik secara yuridis maupun secara nyata.

7. Bentuk-E

KUHPerdata, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan
undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang
untuk itu di tempat akta itu dibuat. Akta autentik dapat berupa akta

notaris, akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT), akta hipotik. Apabila

101 R, Subekti, Loc. Cit
102 5alim H.S, Loc. Cit
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terjadi sengketa terkait isi ataupun pelaksaan perjanjian, maka segala hal
yang terdapat dalam akta tersebut selalu dianggap benar.

2) Akta dibawah tangan

ditandatan 98 per : . sfabat umum. %

C. Tinjau

Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu ingkar janji,
cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.®®
Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah

menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada

193 Ibid., HIm. 47.
104 Abdul R Saliman, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004, him. 15.
195 Ipid., him. 16.
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beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi

pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.**

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan

wanprestasi atau cidera janji. Karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur
tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena

salahnya.'®

"% Ibid., him. 17.

Y97 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 1999, him. 17
198 Op.Cit. R. Subekti, him. 50

1% Ibid., him. 59
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Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak

memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya

itu dapat dipersalahkan kepadanya.**

pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang

berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang

telah disepakati.*?

110 hitp://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/wanprestasi-dan-ganti-rugi.html, diakses 28
September 2021, pukul 02.13 WIB

" 1bid.,

12 1pid.,

50
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Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu
yang wajib dipenuhi oleh kreditur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi

dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagimana yang

telah ditentukan d

Pasal 1243 K erd? 1an"k ] bunga karena tak

dipenuhi suatu perfikaits h ebitur, walaupun telah

harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam

waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

13 1hid.
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2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:***

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

S

=
2
1\“&‘ ;

Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam

suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak

14 3. Satrio, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1999, him. 84.
" Ibid., him. 86.
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dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang

diperjanjikan.

wanprestas

somasi men

asanya berbentuk

sita.  memberitahukan

2) Akta
Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

3) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.
Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menetukan saat

adanya wanprestasi.

116 pasal 1238 KUH Perdata
17 pasal 1238 KUH Perdata
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Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang
melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk

mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut

dalam per ) ), | s jid tidak berbuat

sesuatu, def
4. Pengatu
Pasal 1235 ¥

“Dalam tiap

berhutang ¥ ang gkUtan dan untuk

Dalam hal ini debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan ada
unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur
bisa menimpa debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdata dan

Pasal 1243 KUHPerdata, juga diatur pada Pasal 1237 KUHPerdata.

118 pasal 1235 KUH Perdata
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Pasal 1236 KUHPerdata:**°

“Si berutang adalah wajib untuk memberikan ganti rugi, rugi dan bunga kepada si

berhutang, apabila iagtelah membawa dirinya dakam keadan tidak mampu

dibuatnya, : at diberika p ‘v ktu yang telah

dilampauka

Pasal 1236

arti:

Tuntutan keduanya S€ ewajiban prestasi pokok maupun

ganti rugi keterlambatannya.

Pasal 1237 KUHPerdata:**

119 pasal 1236 KUH Perdata
120 pasal 1237 KUH Perdata.
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“dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendan tertentu,
kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si

berpiutang, maka sejak debitur lalai, maka resiko atas obyek perikatan menjadi

perhitung

Kalau debi

121

lain sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Heri
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yurni/Parit
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Eko Subroto/Parit

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Eko Subroto

121 Hasil wawancara dengan Syahril selaku penjual tanah Kavling, di Jalan Simpang Pir,
Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu.
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Kecamatan Tandun merupakan salah satu kecamatan yang ada di
Kabupaten Rokan Hulu yang resmi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembagian Kecamatan

Kecamatan

Rokan Hulu,

g) Desa Koto Tandun

h) Desa Puo Raya

i) Desa sei Kuning

122 Data dari Kantor Camat Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
12 Data dari Kantor Camat Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
'** Data dari Kantor Camat Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
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2. Batas Wilayah

Berdasarkan pembentukannya batas kecamatan Tandun adalah sebagai

berikut:?®

a) Sebel paten Kampar
b)
c) S
d) Sehgl
e) Jar . 56 KM
f) Jara
2. Luas
ci pada tabel di
bawah ini :*
No Persentase
1 5,61
2 5,53
3 5,43
4 TAPUNG JAYA , 5,19
5 TANDUN 32,00 11,04
6 PUO JAYA 50,75 17,50
7 SUNGAI KUNING 100,00 34,49
8 KOTO TANDUN 20,45 6,98
9 TANDUN BARAT 24,45 8,43
Jumlah 289,97 100,00

Sumber ;: Kantor Camat Tandun 2021

125 Data dari Kantor Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

Data dari Kantor Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
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Jumlah penduduk Kecamatan Tandun Tahun 2020 sebanyak 8.876 Kepala

Keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 31.258 jiwa yang akan dijelaskan lebih

rinci pada tabel berikut :

9

Jumlah

Sumber : Kantor Camat Tandun 2021
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E. Tinjaun Umum Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi berasalddari istilah “mediation” yanggada gilirannya berasal dari

menyelesalkag ilang s pertinda gifahi dua (atau
lebih) pih 5 o : : apall juga diartikan

pihak ketig:

Dalam collins english dictionary and the saurus disebutkan bahwa mediasi
adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna

menghasilkan kesepakatan (agreement). Kegiataan ini dilakukan oleh mediator

127 Riska Fitriani. Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat
Melayu Riau. Riau Law Journal Vol. 1 No.2, November 2017. HIm 231.

128 Mardelena Hanifah. Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan.
Jurnal Hukum Acara Perdata. Vol 2, 1. 2016. HIm. 3.
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sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian
sengketa. Posisi mendiator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk

mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan

pihak yang

diator hanya

a-sama ikut

penyelesaian

ra pihak, yaitu

alakan

Disasi, mediasi,

omor 30 Tahun

A%Wgy

lesaian sengketa

engesampingkan

mediasi sesuai dengan sudut a masing-masing, Laurence Bolle

menyatakan.™*

129 syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,
Kencana, Depok 2017, cetakan ke-3, him. 2.

130 Mia Hadiati, Mariske Myke Tampi, Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa
Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di D.K.I Jakarta. Jurnal Hukum
Prioris. Vol 6. No. 1. 2017. HIm. 65-66.

" Ibid., him. 67.
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“mediation is a decision making process in whick the parties are assisted
by a mediator; the mediator attempt to improve the process of decision making

and to assist the parties the reach an outcome to which og them can assent. ”

neutral SO : velop options,

consider alte ar )NSE ol settlemeiintha modate their
132

needs.

Menggambafkay si_kegiat : Msebagai pihak

ketiga. Bol ilan keputusan

yang dilak yang bertugas
sebagai me ' 2 nya sebagai ahli n paliyva kewenangan

, dan mediator

mediasi. Kedua ahli ini menyataka a penyelesaian sengketa melalui jalur
mediasi dilakukan secara bersamaan oleh pihak yang bersengketa dimana hal

tersebut dibantu oleh pihak yang netral.***

132 1hid., him. 68.
133 1bid., him. 70.
13 1bid., him. 71.
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Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak
muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan

membantu mereka mencapai kesepekatan-kesepakatan. Dalam membantu pihak

memihak kedudukan

pihak yang
bersengketa ediator untuk
mencapai ha ] @ : . biaya i rlalu besar akan

tetapi tetap ite A\sepeidt elah pihak yang

meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan
cara menggunakan proses mediasi sebelum proses mediasi dilanjutkan. Mediasi
hukum ini sejak tahun 2002 sudah mulai diterapkan di pengadilan-pengadilan

negeri di Indonesia, dengan diterbitkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung

" Ibid., him. 72
136 Asmawati, Jurnal 1lmu Hukum. Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa
Pertanahan. Maret 2014. HIm. 58.
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Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan
Tingkat Pertama menerapkan Lembaga damai. Tujuannya adalah®*’ untuk

mencapai pembatasan kasasi secara substansif, Surat Ederan tersebut mengatur

1) Meng € At sungguh-

n pasal 130

perdamaian

4) Jangka we _ amail , ag 8%bulan dan dapat

ketua pengadilan

Tanggal 11 September 2003, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan
Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 02 tahun 2003, tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan. Dengan keluarnya PERMA ini mencabut Surat Edaran

Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan

137 1bid., him. 59.
138 1bid., him. 60
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Tingkat Pertama menerapkan Lembaga damai, karena dipandang belum
lengkap. Pertimbangan ditetapkannya PERMA ini adalah:**°

a) Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat

menjadi sg “‘ paent efektif tae ‘“ pokinan penumpukan
it )13\ W)
b) p 3 i ; emiberikan akses

C) at memperkuat
penyelesaian

PERMA No.01

Tahun 2008, heajadi objek ( jenis
perkara yang ang diajukan ke

(2) Perkara yang diselesaikan melal@iReéngadilan Hubungan Industrial.
(3) Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK)
(4) Keberetan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

b. Mediasi Pribadi

139 1bid., him. 61.
140 1bid., him. 62.

65



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Penyelesaian sengketa melalui mediasi pribadi, diatur oleh para pihak itu
sendiri dibantu oleh mediator terkait atau mengikuti pendapat/pandagan para ahli

yang tehnik dan caranya sangat bervariasi, tetapi tujuannya sama, yaitu membantu

ha Sechr:

pbersengketa.

nuan dilakukan

Kesiapan memecahkan masalah.
e) Kerjasama memecahkan masalah.

f) Membuat suatu persetujuan tertulis.

%1 1bid., him. 63.
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Proses mediasi diluar pengadilan tidak diatur dalam peraturan perundang-
undangan, pengaturannya hanya terbatas pada penggunaan mediasi, tetapi tidak

tentang proses penyelenggaraan mediasi. Oleh sebab itu proses mediasi

didasarkan atas pefigala isi iaSis6 . para ahli. Ketiadaan
sekaligus
dipandang
GHyediak keleluasaan
7
z an para pihak

" amahan karena

3. Tujuan dan Manfaat Mediasi
a. Tujuan Mediasi

Tujuan dilakukannya Mediasi adalah suatu penyelesaian sengketa

antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan

imparsial. Tujuan dari mediasi ini juga untuk mendapatkan win-win

12 1bid., him. 64
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solution dimana mediasi dapat mengantarkan para pihak yang bersengketa

pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, karena

dalam mediasi ini memposisikan para pihak yang bersengketa pada posisi

pihak yang sedang bersengketa.”

143 Syahrizal Abbas, Jurnal Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum
nasional, prenada Media, 2017, him. 24.

" Ibid., him. 25.

% Ibid., him. 26.
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4. Prinsip-prinsip Mediasi

Dalam berbagai literature ditemukan beberapa prinsip mediasi. Prinsip

dasar (basic Princigles) adalah landasan filosofis ini merupakan kerangka

bersengketa dapat mengungka

terangan atau disebut terbuka.**’

b. Prinsip sukarela (volunteer)

%8 1bid., him. 28.
17 1bid., him. 29.

pendapat atau klarifikasi secara terang-
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Pada prinsip ini masing-masing pihak datang ke mediasi atas kemauan
sendiri dan tanpa paksaan dan tekanan dari pihak lain atau pihak luar.

Prinsip ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mampu bekerjasama

C.
ng mau hadir
menegoisasi
ekatan yang
dari para pihak
solusinya.®
d.
a memfasilitasi
yang bersengketa.
trol apakah prosesnya
ak berlaku layaknya hakim
yaitu memutuskan benar ata@ssaldhnya salah satu pihak atau bahkan
mendukung pendapat dari salah satu pihak yang bersengketa atau
% Ibid.,
9 Ibid.,
% Ibid., him. 30.
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memaksanakan pendapat dan penyelesainnya kepada kedua belah pihak

yang bersengketa.'**

5. Proses mediasi dan berakhirnya mediasi

a. Proses Megdi

'\i\\‘%\‘-l\“?\
%

Q ‘. ‘_
o
QD
S
3
@
3
o
x
QD
S

)
<z
@
=
Q
2
S
o
S
3.
=
=
=
QD
2

kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua
belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan yang ada
152

diantara mereka.

2) Tahap pelaksanaan Mediasi

1 bid.,
152 1hid., him. 37.
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Tahap pelaksanaan mediasi ini adalah tahap dimana pihak-pihak
yang bersengketa sudah saling berhadapan, dan siap memulai proses

mediasi. Dalam proses ini juga ada beberapa langkah, diantaranya adalah

' ah ‘.‘ liator, presentasi dan
‘-‘J\‘ .Q@‘ sasi masalah

ukan titik

berikut:>®

1) Masing-masing para pihak mempunyai kebebasan setiap saat untuk
menarik diri dari proses mediasi. Penarikan diri tersebut tidak

menghilangkan beberapa konsekuensi yang timbul, misalnya keharusan

153 1bid., him. 44.
5% 1bid., him. 53.
155 1bid., him. 54.
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untuk mengeluarkan biaya atau segala hal yang telah disetujui, selama
berjalannya diskusi-diskusi didalam mediasi.

2) Jika mediasi berjalan dengan sukses, para pihak akan menandatangani

gurai aratan penyelesaian

) iKan.-e qﬁ
Q!‘M“ .@ ‘ pent) sangat

=<SA X
-

@\‘é\\‘%\m‘

L -
»‘i‘:‘

o
8
=
2
@
=
o
o
=1

3)

q
.
>
=
c
2.
o
S¥]
=
=
<
[a¥)
>
«

ebelumnya ditunda™®.

secara otomatis memegang semua hak mereka sebagaimana pada saat para
pihak tersebut masuk kedalam proses mediasi. Dalam hal ini hak-hak para
pihak sama sekali tidak berkurang atau bisa dikatakan bahwa hak-hak para

pihak sama sekali tidak berpengaruh sedikit pun selama proses mediasi

56 1bid., him. 55.
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tersebut berjalan. Demikian pula halnya diskusi yang dilakukan selama
proses mediasi berlangsung tetap bersifat rahasia™’.

6. Kelemahan dan Kekuatan Mediasi

a. Kelemahag

1) Bahwiaky ‘ a depat diselenggara - ktifljika para pihak

engketa secara

sebagai taktik untuk mengult Waktu penyelesaian sengketa, misalnya
dengan tidak mematuhi jadwal sesi-sesi mediasi atau berunding sekedar
untuk memperoleh informasi tentang kelemahan lawan. Ketiga, beberapa

jenis kasus mungkin tidak dapat dimediasi, terutama kasus-kasus yang

57 1bid.,
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berkaitan dengan masalah ideologi dan nilai dasar yang tidak menyediakan
ruang bagi pihak untuk melaksanakan kompromi-kompromi.

3) Mediasi dipandang tidak tepat untuk digunakan jika masalah pokok dalam

arena sengketa soal

A IS Y 'g,

afle. Larangan ini
at dan hukum
garis antara hukum

Indonesia

penyelesaian itu sah menurut hukum.

b. Kekuatan Mediasi

Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa memiliki kekuatan-
kekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat
dimanfaatkan oleh mereka yang tengah bersengketa. Adapun kekuatan-

kekuatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
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1) Penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam
peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keluwesan

atau keleluasaan dan tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk formalism,

terutama para
dihadapainya

pta di bawa ke

dan konsumen wajib terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan agar
dalam sengketa-sengketa yang melibatkan kepentingan orang banyak,
masyarakat dapat memperoleh pembelajaran dari proses mediasi dan
juga untuk menjamin berlangsungnya mediasi yang bermutu dan adil,
namun dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mencabut berlakunya Peraturan
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Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003, tidak lagi mengenai istilah

“sengketa publik” sehingga pada asasnya proses mediasi bersifat tertutup

untuk umum, kecuali para pihak mengizinkan mediasi yang mereka

pembuktian dikesampingkan™ demi kepentingan lain, misalnya demi
terpeliharanya hubungan baik, maka satu pihak bersedia memenuhi
permintaan pihak lain walau tanpa dukungan bukti kuat, ataupun situasi
sebaliknya terdapat bukti kuat adanya keterlambatan pembayaran,
namun pihak berpiutang tetap-tetap bersedia menjadwalkan ulang

kewajiban pembayaran demi hubungan bisnis yang baik di masa depan.
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Dalam sengketa-sengketa tertentu, misalnya sengketa lingkungan hidup,
sering kali berkaitan dengan berbagai aspek tidak saja aspek hukum,

tetapi juga aspek ekonomi, sosial dan teknologi. Proses pengadilan tidak

eta-sengketa dengan

‘ ‘ !““\“ .930 m semata.

glaoratif, mediasi
ara pihak (win-
) menghasilkan

Arosesnya bersifat

6) Medias : pE Sdlan, seng BNy relative murah
i atau berperkara

meruapakan

Sebaliknya putusan pengadilan yang merupakan produk dari berperkara
di pengadilan adalah solusi yang diputus oleh pihak lain, yaitu hakim.
Putusan itu pasti memenangkan dan memuaskan satu pihak, tapi pasti
mengalahkan dan mengecewakan pihak lainnya. Oleh sebab itu, pihak
yang kalah akan selalu mengajukan perlawanan hukum berupa banding

atau kasasi dan bahkan peninjauan kembali (PK). Proses banding, kasasi
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dan PK pasti memakan waktu dan memerlukan biaya. Di Indonesia

memang belum ada penelitian yang secara empiris membuktikan bahwa

mediasi lebih murah dan tidak makan waktu di bandingkan litigasi,

158 Friscilia N. Lomban. Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi. Lex Privatum, Vol. I/No.
4/Oktober/2013. HIm. 99-101.
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Huku jian Jual Beli di bawak an (Studi Kasus

hukum ya \ g 1 n mempunyai
kewajiban : | tersebut, : subyek hukum
yang lain ai ha N 3 ! amping itu dia

mempunyai

tanah kavling yakni Syahril menjela pahwasannya jual beli tanah kavling di
jalan Simpang Pir Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu dilakukan jual beli
dibawah tangan dengan adanya kesepakatan awal pada pihak pembeli yang mana

kesepakatan mengenai harga, dan cara pembayarannya telah di bicarakan secara

159 gatrio, Hukum Perikatan, Perikatan pada umumnya, Alumni, Bandung, 1999, him. 122.
160 Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Penjual/Pemilik tanah Kavling di Jalan Simpang
Pir, Kecamatan Tandun, berdasarkan pertanyaan No. 1
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langsung dengan pihak pembeli yakni Zulkifli, sebelum nya pihak pemilik selaku
penjual tanah Syahril dan pembeli yakni Zulkifli telah mensurvei lokasi tanah,

bentuk tanah, luas dan ukuran tanah serta mengenai harga sudah mencapai kata

penjual dan

yang dijualnya itu e Oibayar oleh pembeli, penjual tidak

diwajibkan menyerahkan barang yang dijualnya itu.

161Berdasarkan hasil wawancara dengan Penjual Tanah Kavling di Jalan Simpang Pir, Tandun,
Rokan Hulu. Pertanyaan No. 2,3 dan 4
162 |_ukman Santoso, Hukum Perjanjian Kontrak, (Yogyakarta : Cakrawala, 2012), Hal, 40
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c. Berhak meuntut dari pembeli untuk menanggungbiaya akta jual

beli, kecuali dalam perjanjian menetapkan bahwa biaya tersebut

ditanggung penjual.

. Berhak menuntut ganti rugi bahkan membatalkan perjanjian apabila
barang yang dibelinya baik kondisi maupun jenis dan jumlahnya

tidak sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian jual-beli.

183 1hid., hal. 41.
%% 1bid., hal. 41.
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c. Berhak menuntut ganti rugi bahkan membatalkan perjanjian apabila
timbul tuntutan dari pihak lain atas barang yang dibelinya.

d. Berhak untuk kepada penjual apabila terdapat cacat-cacat

dapat dipakai atau

Desa Tandun Barat,

sering terjadi, hal ini

melakukan proses jual beli yang rumit. Dengan menghadirkan kedua belah pihak
penjual dan pembeli, kepala Adat/Kepala Desa dan saksi-saksi baik itu dari
perangkat desa maupun tetangga dan dengan menandatangani surat pernyataan

maka proses jual beli tanah tersebut dianggap sah.

185 1hid., 42.
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Selanjutnya wawancara penulis dengan Kaur Pemerintahan Desa Tandun
Barat yaitu Bapak Muzawir beliau mengatakan bahwa masyarakat Desa Tandun

Barat lebih memilih praktek jual beli tanah di bawah tangan daripada ke PPAT.

vling yang

Hulu dapat

S \a

Tandun,

et L UUTY

No

dari perangkat desa.

2. | Laminah Rubiah dan | Melalui Kepala Desa | Dihadiri oleh Kepala
karep Desa, Pihak Penjual dan

Pembeli dan saksi-saksi

166 Hasil wawancara dengan Muzawir selaku Kepala DesaTandun Barat, Kecamatan Tandun.
187 Data dari kantor Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu
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Kemis

Suparni

dari perangkat desa dan

tetangga dari tanah

yang akan dijual.

kedua belah

proses

kepercayaan

Hanya kedua belah
pihak saja (keluarga
masing-masing

mengetahui proses

tersebut.

Karni

Lasinah

Melalui Kwintansi

Dihadiri oleh suami

Ibuk Lasinah sebagai
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saksi.

7. | Masripah Supriyono | Melalui Kepala Desa | Dihadiri oleh Kepala

akan akibat hukumnya dan dite ya perjanjian secara lisan sebelum

dilakukannya jual beli tersebut.

Menurut sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka (open
system). Artinya adalah bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian,
baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam Undang-undang.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah undang-undang
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yang merupakan sumber hukum formil sekaligus juga sumber hukum materil bagi

hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. '*®

asan dalam

lisan atau

L

e,

penjual untuk

pemilik tanah,

L T A\

ngan. Jual beli

al

d. Setifikat belum terbit atas nama penjual dan masih proses di Kantor atau Badan
Pertanahan;
e. Sertifikat belum terbit atas nama penjual dan masih proses dalam proses balik

nama ke atas nama penjual;

168 salim Hs, Op., Cit.
1% Ibid

87



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

f. Sertifikat sudah ada dan atas nama pihak penjual tetapi harga jual yang telah
disepakati belum dibayar semuanya oleh pihak pembeli kepada pihak penjual ;

g. Sertifikat sudah ada dan atas nama pihak penjual dan harga sudah dibayar lunas

bahwa jual

aNQ

undang Po No. 24 Tahun

1997, nam ada umumnya,

disebabkan yang menjadi

ASkaALY

jual beli menurut dibuat antara penjual dan pembeli masing-masing pihak berjaniji
bagi penjual akan menyerahkan obyek jual beli yakni hak atas tanah dan pembeli

berjanji untuk membayar harga pembelian. Perjanjian jual beli menurut Moch.
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Isnaeni bahwa Perjanjian jual beli adalah suatu perbuatan hukum yang melibatkan

pihak penjual dan pihak pembeli.*"

Unsur esensial dari perjanjian jual beli adalah benda dan harga. Unsur

esensial tersebut g aitu perjanjian jual

‘ ‘ “““ .&‘ pokoknya

dari para pihak
yang sama-Sageé@sharus 'dif agar hak | sing p@fpPihak terealisasi
sebagai wujull k
belah pihak
dan pembeli | ayar, e eilkian dikenal juga
dengan PPJB. J : e ) ud oleh Pasal 1313
KUH Perdata.
berjanji kepada seorang lain atau di Mana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian sebagaimana Pasal 1313 KUH Perdata
menurut Setiawan bahwa ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata mengemukakan

bahwa “definisi perjanjian tersebut tidak lengkap juga sangat luas, tidak lengkap

YONurul Nadira, Perjanjian Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Menurut Peraturan Pemerintah
No. 24 tahun 1997, Universitas Airlangga, 2003.
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karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja, sangat luas karena dengan

dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan karena dan

perbuatan melawan hukum”.*"

al dan Zulkifli selaku

PPJB memenuhi unsur-unsur sebagal Suatu perjanjian, yang dapat menimbulkan
perikatan yang bersumber dari perjanjian. Meskipun PPJB tidak diatur dalam

KUH Perdata. Bentuk PPJB adalah bebas sebagaimana dikemukakan oleh Herlien

71 Setiawan, Hukum Perikatan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1999. HIm.
18.
172 Herlien Budiono, Hukum Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Padang, 2010.

90



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Budiono di atas, yang berarti bahwa dasar PPJB adalah asas kebebasan
berkontrak."

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana Buku 111 KUH Perdata. Asas ini

berarti bahwa kel D macam apapun dan

‘ ‘ ‘m““ .’a silaan dan
ketertibamitimu , jani ( @salfpasal hukum

perjanjian

Simpang Pir,

Kecamatan
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yang dilakuka

)
e
3
@
>
x
c
<
)
S
o
o
(2]
]

orang sebagai S

kesepakatan seperti jual beli barang pada umumnya, dan tidak selalu melalui

Kepala Desa maupun PPAT. Kenyataan di lapangan memang demikian,

173 H

Ibid
174 Ghansam Anand, Jurnal Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak, Volume
26 No 2, Mei-Agustus 2011.
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sementara yang ada di desa proses pelaksanaan jual beli semacam ini sudah biasa

dilakukan dengan cara-cara yang sangat sederhana.

Terkait dengan um perjanjian apabila siaberutang (debitur) tidak

Wwa Seseorang

lalai atau IUpa seringkali | pat kapan sesuatu

ahwa lawannya
gadaan memaksa
kan hakim jika
kesalahan bu ' ~ 3 Abe , 2daaan memaksa,

menyatakan bafill/a I elalain kreditur.*’

hukuman.

Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat

macam, yaitu:'’’

5 R, Subekti, Op. Cit, him. 45.
Y78 1bid., him. 46.
77 Y ahya Harahap, Op. Cit, him. 56.
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a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat

dinamakan ganti-rugi.

b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.

Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa
debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian
pada kreditur. Berdasarkan pasal 1244 KUHPerdata, debitur dapat melapaskan

dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak

178 1bid., him. 57.
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terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak
dapat dipersalahkan kepadanya.'”

Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian,

lalai denganflewat ks angorestasifitu harus lebih
dahulu di eianwa  kreditur
menghenda aan perja ) : Sek@tika dilakukan,
misalnya dal@n ; 1 b g tert S (¢ aflgan si penjual,

maka prestasigtadi tentun a dapa | Dablle tidak seketika

“debitur dinyatak gl «%. ¥ akta sejenis itu, atau

iciVaitu  bila perikatan  ini

berdasarkan kekuata Q p ]
Wnes®

mengakibatkan debitur haru dengan lewatnya waktu yang
ditentukan.” Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas
ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak

melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia

179 1bid., him. 58.
180 1hid., him. 60.
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dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi,

pembatalan perjanjian, dan peralihan resiko.

Dengan demikiag apabila kita mengacu pada Pasal 1234 KUHPerdata

yang telah melakukan

wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berikut :

a. Pembeli diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh penjual
(Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Ketentuan ini berlaku

untuk semua perikatan.
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b. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), Wanprestasi dari satu pihak
memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan

perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

c. Resiko beralih lofs peli_sej pprestasi (Pasal 1237

'-'-i“‘ .@@ pya berlaku

pasal 181 ayat 1

melakukan

semua pe

&
e. Memenuhipétjanjian’ji h dapat di : ‘ alan perjanjian
| By ’

para pihak, Jual Beli menjadi batal dengan sendirinya / dapat dibatalkan oleh
pembeli dan uang yang telah dibayarkan oleh pembeli kepada penjual ada
kalanya menjadi hak dan milik penjual seleuruhnya yang dianggap sebagai
ganti rugi atas batalnya Jual Beli tersebut, ada kalanya pula 50% menjadi milik

penjual dan 50% lagi dikembalikkan oleh penjual kepada pembeli pada saat

batalnya jual beli dengan seketika dan sekeligus.
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b. Ada kalanya perjanjian tersebut tetap berlanjut untuk tanah yang sudah dibayar
oleh pembeli kepada penjual. Dalam kejadian demikian tanah tersebut akan

dipecah dulu menjadi 2 bagian yaitu 1 bagian akan dilanjutkan dengan Akta

Jual Beli dag aftar a_kantor pertanahan

‘ ‘“R““ .fa eh pembeli

belinya.

c. Apa ya

S50 %) ) L5

e

S

diselesaikan dengan cepat walaupun melalui jalur hukum. Adapun permasalahan
yang terjadi berupa wanprestasi jual beli tanah kavling antara pihak penjual

(Syahril) dengan pembeli (Zulkifli) bahwasannya terjadi wanprestasi berupa
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keterlambatan dalam pelunasan perjanjian jual beli dibawah tangan Studi Kasus

Tanah Kavling di Jalan Simpang Pir.*®*

asalahan jual beli tanah merupakan persoalan yang

perjanjian j s 2 ; i an melalui lisan.

Dalam bida e p /a di a : .fﬁ Pengikatan Jual

suatu perjanjian dalam berbentuk 1158

Karena perjanjian tersebut dibuat secara lisan dan tidak mempunyai bukti

tertulis tentang perjanjian jual beli tanah kavling, yang mana seharusnya

181 Berdasarkan wawancara dengan pihak penjual tanah kavling di Jalan Simpang Pir, Kecamatan
Tandun, kabupaten Rokan Hulu Pada Minggu, 7 Februari 2021.

182 Hasil wawancara dengan Syahril selaku Penjual Tanah Kavling di Jalan Simpang Pir,
Kecamatan Tandun, Rokan Hulu. Berdasarkan pertanyaan No. 5.
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perjanjian tersebut dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk

melakukan pengikatan sementara sebelum pembuatan Akta Jual Beli (AJB) resmi

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Pengikatan

kapan wak

terlaksananya perjanjian dengan bark®

Asas itikad baik diatur pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata). Asas tersebut sangat penting bagi semua
perjanjian karena akan menentukan terlaksana atau tidaknya perjanjian tersebut

baik sekarang maupun dikemudian hari. Pengertian itikad baik secara subyektif
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adalah didasarkan pada kejujuran seseorang, yaitu terletak pada diri seseorang
untuk melaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, sehingga tidak

ada pihak yang merasa dirugikan.

huruf 0 i ok Agaria

(“UUPA angka : . & ftaran Tanah
(“PP 24/198 n dasar p andjhal beli tanah
melalui pr@s 1lempe S anah (SHM).
Berdasarka erjanjian jug i tana . ayaran dilakukan
secara kred 0 apabila proses lgsdll Namun tidak
pernah dilakiika nembayarz an teta % s Sertifikat selesai
pembeli tida 3 )€ ‘ a[oF gl tidak ada uang.

Kemudian,

pembayaran. Bahkan mengulur-ult I, sehingga merugikan penjual. Dalam
konteks hukum perdata, yang mengatur tentang hutang piutang pada Pasal 1131
KUHPerdata, dikatakan: “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak
maupun tidak bergerak, baik yang sudah maupun yang baru akan ada dikemudian
hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Kemudian, pasal

1132 dikatakan: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua

orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu
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dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-
masing, kecuali apabila diantara para para berpiutang itu ada alasan-alasan yang

sah untuk didahulukan”. Dengan demikian apabila kita mengacu pada 1234

KUHPerdata di apa si pembeli tidak

segara @ ‘ ‘ ‘\h“‘ .O¥ grjanjian).

(wanprestasi)g 3 K e utallc adalah lalai,

apabila ia . erintah c ah dinyatakan lalai,

dianggap lalaiwdengs va ya Bet k wanprestasi

(kelalaian/ke
a.
b ana dijanjikan
C.
d Oleh dilakukannya.

maka dimungkinkan adanya tuntuta rugi. Apabila debitur berada dalam
kondisi wanprestasi tersebut, maka pihak kreditur dapat menuntut kepada pihak
debitur salah satunya adalah ganti rugi. Pasal 1243 KUHPerdata, berbunyi:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan,

barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai
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memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus
diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang

waktu yang telah dilampaukannya. Ketentuan pasal 1243 KUH Perdata tersebut.

musyawara KBpada siapa pun

dan meme¢ uatu mediasi,

adapun bebelag

atau kapasitas untuk mempengart akhir dari suatu proses mediasi.
3. Mediator mandiri (Independent Mediators) ialah mediator yang menjaga jarak
terhadap pihak yang bersengketa atau menjaga jarak persoalan yang dihadapi.

Mediator tipe ini banyak ditemukan dalam masyarakat yang telah

184 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,
Kencana, Depok 2017, him. 2.
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mengembangkan tradisi kemandirian dan telah menghasilkan mediator
profesional.

Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai penegah yang

membantu para ' dihadapinya. Seorang

‘ ‘ ‘m““ .90 an yang ada

sebuah kest

berperkara

t\%\i\

ﬁﬁi

dinyatakan
Tandun, Roka '
pembayaran atas @ ‘ DA [ sel@kt penjual dan pemilik
tanah kavling.’® Musye Q Q
LI Sy
harus membayar sisa uang g pelunasan tanah Kavling sebesar
Rp.35.000.000 dengan waktu yang telah ditentukan yakni tanggal 15 November

2020. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada bapak Syahril sebagai Penjual

Tanah kavling dan bapak Zulkifli sebagai pembeli yang wanprestasi menyatakan

"% Ibid., him. 3
1% Berdasarkan wawancara dengan pihak penjual tanah kavling di Jalan Simpang Pir, Kecamatan
Tandun, kabupaten Rokan Hulu Pada Minggu, 7 Februari 2021.

103



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

bahwasannya langkah untuk menyelesaikan perkara ini dilakukan secara non

litigasi agar masih bisa terjalinnya hubungan yang baik kedepannya untuk kedua

belah pihak.

2) Pemanggilan Kedua Belah Pihak Kepala Desa akan memanggil para
pihak yang bersengketa. Para pihak dipanggil sekaligus mengklarifikasi

berdasarkan bukti- bukti yang ada. Setelah mendengar penjelasan

187 Sri Hajati, Agus Sekarmadji, and Sri Winarsi, “Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan
Melalui Mediasi Berkepastian Hukum, “ Jurnal Dinamika Hukum 14, 2014, Him. 36
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pelapor, pihak pemerintah desa juga akan memanggil pihak terlapor dan

pihak- pihak yang terkait dengan sengketa tanah tersebut.

3) Pencarian data-data Kepala Desa dan aparat.desa akan mengumpulkan

t desa juga

AR

mengetahui

ata terkumpul,

pertemukan di

AkaNNg

jalan perdamaian atau mediasi.'®® Setelah kedua belah pihak bersepakat untuk
berdamai, maka pemerintah desa akan menyarankan kedua belah pihak membuat
sertifikat tanah oleh Badan Pertahanan Nasional sehingga bisa menjadi bukti yang

kuat dan supaya tidak terjadi sengketa lagi dikemudian hari.

18 1bid., him. 37
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Mengenai penyelesaian sengketa ini adalah sah secara hukum, karena
berdasarkan penyelesaian hukum yang ada di Indonesia, ada yang melalui litigasi

dan juga non litigasi. Penyelesaian tanah yang ada dan di selesaikan di masyarakat

lalui mediasi. Ketika

sebagainya. Mengenai mediasi sebe @'di atur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
sengketa bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk yang bisa gunakan dalam

proses penyelesaian perkara perdata.

189 1hid., HIm. 38.
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Ketika negosiasi tidak dapat menemukan kesepakatan maka mediasi bisa
menjadi  jalan selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan dengan

menggunakan pihak ketiga atau mediator sebagai penengah. Ketika dalam proses

dan menyetujui apa

““ .9 a ketiga akan

melakukan 8 X ad : ffal  membuatkan
kesepakata . a buat menjadi a PelEtika semuanya
sudah dilaktla 2 \ ediasi 3 JF o Ktafperdamaian tadi
akan memi

sama dengan

putusan peng he ok il_fihal dan mengikat

dilakukan eksekusi terhadap kesepe ersebut. Kemudian terkait final dan
mengikat mengandung arti bahwa tidak ada lagi upaya hukum bagi kedua belah
pihak dan akan terjaminnya kepastian hukum terhadap akta perdamaian
tersebut.perjanjian damai di antara kedua belah pihak. Ketika kesepakatan tersebut
telah dinyatakan disetujui dan disepakati para pihak sehingga kekuatan dari surat

kesepakatan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti perjanjian

pada biasanya.
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Ketika ada pihak yang tidak menepati janji tersebut ataupun dengan tidak ada
iktikad baik melakukan hal yang tidak sesuai dengan perjanjian tersebut maka

pihak yang dirugikan bisa mengajukan gugatan wanprestasi terhadap orang yang

tidak melaksanak ‘%‘ adi
i ),
<

Negeri d : : : hitung ketika

nyai kekuatan
Namun ini pun
juga belum Seak arena ada UE i@ memang tidak

yang lain tetap

Oleh karena itu untuk menja gan menjaga kepastian hukum terhadap
kesepakatan yang telah disepakati tersebut, maka sebaiknya para pihak
mengukuhkanya atau menguatkannya menjadi akta perdamaian. Akta perdamaian

di sini memiliki kualitas

108



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

A. Kesimpulan

BAB IV

PENUTUP

PROK: ﬁ terjadi karena

tentang batas

surat  selesai

Meterz, berlokasikan di Simpang Pir, Kecamatan Tandun,

Kabupaten Rokan Hulu. Namun akibat dari keterlambatan pembayaran
yang dilakukan oleh Zulfifli kepada Syahril (Penjual/Pemilik tanah
Kavling) disebutlah dengan Wanprestasi yakni tidak memenuhi atau lalai
melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian

yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Yang mana hal tersebut
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mengakibatkan timbulnya akibat hukum bagi pembeli yang telah

melakukan wanprestasi berupa hukuman atau sanksi sebagai berikut:

a. pembeli diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh

pihak pembeli (Zulkifli) harus melunasi sisa uang yang harus dibayarkan
sebesar Rp. 35.000.000 sampai dengan tanggal yang disepakati yaitu tanggal
15 November 2020 berdasarkan hasil mediasi yang telah disepakati oleh

kedua belah pihak.
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B. Saran
Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai

berikut:

1. Bagi penjua gaseh Y/AnSE Ikan jual beli tanah
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LAMPIRAN PERTANYAAN

Pemilik/Penjual Tanah Kavling
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LAMPIRAN PERTANYAAN
Pembeli Tanah Kavling

1. Apakah responden sebelumnya pernah membeli tanah Kavling?

2. Apakah resp eialli AN jil v ab dan benar?
3. jual beli
4. Ap attandh yang akan di
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